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PERATURAN DAERRAH HOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1930

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEFPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENSELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
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bahwa dengan ditetapkannyva Peraturan Menteri
Dalam Megeri Nomor 20 Tabum 1950 tentang
Fetentuan Tuniangan Furna Bhakti Anggota  Dewan
FPerwakilan Fakvat Daerah, perlu didirikan suatu
Yayasan vyang diberi nama YOYASAN FURNA BHAKTI
DEWAN  FERWAKILAN RAKYAT DAERAH vang disingkat
YARNATI &

bahwa Yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh
Menteri Dalam Negeri sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku  atas
nama FPemerintah Daevabh 3

bahwa sehubungsn dengan hal  tersebut diatas,
maka pemberian buasa Femerintah Daerabh dimaksuad
perliu diatur dengan suatu Peraturan Dasrah.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  FPokok
Pokok FPemerintahan di Daervah 3

Undang  Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Fem
bentukan Dasrah Fots Besar dalam  1ingkungan
Propinsi Jawas Tim Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimawa W rha Juwrcto Undang Undang
Nomor 2 Tahurn 19

Feraturan Femerintah Nomor 5 Tahun 1375 tentang
Fengurusan, Fertangoungiawaban dan  Fengawasan
FKeuangan Daerah

Feraturan Menteri Dalam Negeri WNomor 1 Tahun
1930 tentang Kedudukan Keuangan Fetua, Wakil
Fetua dan Angoota Dewan Perwakilan Rakyat Dae
rah 3

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1930 tentang Ketsntuan Tunjiangan Purna Bhakti
Anggota Dewan Ferwakilan Fakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah otamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya,



Menet apkan

MEMUTUS K AN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA TENTANE FEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI
DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA
YAYASAN PURNA BHOKTI  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAEFRAH.

Fasal i

Dalam Feraturan DRasvabh ind yvang dimaksad :

a. Dasrah, adslah Eobamadya Daerabh Tinokat II Bura
baya 3

h. Femerintah Dasvah, adalah Pemerintah kotamadya
Dagrah Tinokat 1@ Surabaya g
G Y 3

c. DFED, adalah Dewan Ferwakilan FEakyat Daerah
Fotamadya Daerah Tingkat I Burabaya ;

d. YARNATI, adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan
Ferwakilan Rakyat Daesrah g

e, Tunjangan Purrna Bhakti, adalab tunjangan vang
diberikan kepada semua Angoota DFRD 11 setelah
berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan
dengan hormat atau meninggal durnia

f. Uang Fepresentasi, adalah tundangan yang di
berikan kepada Fimpinan dan frnggota DRPRD O TI
setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Fasal 4

Untuk meningkatban kesejshterzxan para Furna Bhakti
DFRD 11 dengan pemberian tunjangan Furna Bhakti,

maka Femegrintah Daerah  memberi  buasa kepada
Menteri Dalam Megeri untub mendirikan dan  menge—

lala YAENATL,
perundangan yag Derlaku.

cderngan oeraturan dan

Pasal 3
Dana Tunjangan Purna Bhaktil bersumber dari

(1) Modal pertama yang diperoleh dari  Femerintah
Daerah atas beban Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daerah vang Jjumlahnya ditetapkan oleh
Memteri Dalam Negevi ;

{2y Belain madal tersebut pads ayatb (1) pasal ini,
pendapatarn YARNATI dipevroleh dari =



=t
a. Iuran Waiib Angoota DFRD I1 =etiap bulan
yang gipatong langsung, sebesar 10%
{sepulvh persen) dari wang representasi

be Sumbangansbantuan dari Badarn Femerintah dan
abtauw Fihak Ketiga ;

c. Ferodapatan abtau usahs-usaha lain yang sah.
Pasal 4
Segala akibat darvi pemberian kuasa sebagaimana
dimaksud Fasal 2

‘eraturan Daerah ini, Femerintah
i ketentuan-ketentuan yang akan
tarndut didalam Angoaran Dasar dan
q;a Yarmabi.

Dagrah akan memak
ditetapkar lebih
Anggaran Fumah Tar

o B e &

Fasal o]

Peraturan Daerah ini mulail berlaku pada tanggal
diundangkan darn berlaku surut terbitumg mulai
tarmnggal 1 April 1330,

fgar setiap orang dapat mengetahuinya, me-
merintahkan perngundangan  Peraturan  Daerah inid
dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah
Kotamadysa Daevah Tingkat I1 Surabava

Burabaya, 15 September 1330.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
SODENJIOGT O, BA dr. H. PDERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Feputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 2 Agustus 1991 Nomor 170,35 -~ 713,

Direktur Jenderal
Femer intaharn Umum darn Otonomi Daerah
Direktur Fembinaan Femer intahan Daerah
ttd

Drs. MOCH. DLADJAD



Diundangkarn dalam Lembaran Dasrah FKotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1932 Seri C, tanggal 10 Januari
1992 Nomor 2/C.

Is

e WAL TEOTAMADYA HEFALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Eotamadya/Daerah

ttd
Drs. WARDJI

Fembina Tk.1
Nip., 510 013 644

Salinan sesual dengan asllinva
Sekretaris kKotamadya/Daerah
3 P o g
ymg Tingkat I Surabaya
~H 40 Wb
¥ Kepala/Bagian Hukum
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR 1t TAHUN 1990

TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN FPURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PENJELASAN UMUM =

Bahwa sebagal pelaksanaan lendih laniut dari  ketentuan

tersebut dalam Feraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
1930 tentang Keterntuan Tunjanganrn Furne Bhakti Anggota  DRED,
perlu dibentuk Yavasan vang bertuiuan mengelola dana  yang
dihimpun dari modal Femserintah  Daerah, Turan Anggota,
Sumbangan/Bantuan dari Badan Femevintah dan atauw Fihak Ketiga
serta pendapatan lain yang sah.
Dana tersebut selanjutnya akan dihimpun dan dikelela bagi
Anggota DFRD vang telah berakhir masa tugasnya demi meningkat
kan kesejahteraan mereks serta langkah penyeragaman Jjenis dan
sistem pemberian tunjangan Purna EBhakti DPRD.

Melalui Feraturan Dasvah ini, diberikan kuasa kepada
Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan
dimaksud bersama—-sama dengan Femerintah Daerah mer yLusun
Anggaran Dasar dan Anggaran Fumah Tangga yang nantinya dijadi
kan pegangan dalam rangka mengelola Yavasan dimaksud.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup Jjelas

Pasal 2 s Dengan Feraturan Daerah ini Pe-
mer intah Kotamadya Daer ah
Tingkat IY Burabaya memberikan
kuasa kepada Menteri Dal am
Negeri untuk mendirikan YANARTI
dimara Purna Bhakti UFRD

Tingkat IT SBurabaya termasuk
Angootanya.

Fember ian kuasa tersebut dimak-
sudkarn  sebagai  langkah agayr
Menteri Dalam Negeri dapat men
dirvikan Yavasan dimaksud sesuai

oEngan ketentuan yang ada.
Mengingat babwa angococta Yayasan
Furnma Bhakti adalah seluruh

Furna Bhalkti DFRD Tingkat I dan
Tingkat II di Indonesia, maka
para FPurnz Bhakti DFED Tingkat
I Burabaya perlu diusulkann
untuk gitetapkan sebagai
Anagota Yayasan dimaksud.



Fasal

an

s

cukup jdelas

Menteri Dalam Negesri bersama-
sama  dengan Femer intah Dasrah

mETNYUsun  Anggaran  Dasar dan
Anggar & Fumah  Tangga yang
sel amijutnya dipakai sebagai
dasar dalam mengelola YARNATI.




